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Abstract. In the ever-evolving digital era, information technology has affected various aspects of life, including 
law enforcement. One important impact is the use of electronic evidence, including wiretap results, in the criminal 
justice process. Electronic evidence has a crucial role in detecting and proving various criminal acts such as 
organized crime, corruption, and terrorism. However, the use of wiretap results as evidence often raises debates 
regarding its legality and validity, especially in the context of potential violations of human rights such as the 
right to privacy and freedom of communication. In Indonesia, the legality of electronic evidence is regulated in 
various laws such as the ITE Law and laws that authorize the KPK to conduct wiretapping. This research aims 
to analyze the legal position and legality of electronic evidence from wiretapping results in the criminal justice 
process in Indonesia and its implications for the principles of criminal procedure law. The research method used 
is normative juridical by conducting a literature study. The results showed that although electronic evidence has 
been substantially recognized, its regulation in the context of procedural law is still not entirely clear. Therefore, 
more comprehensive and transparent regulations are needed to ensure the realization of a fair judicial process 
and the protection of human rights. 
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Abstrak. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek 
kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Salah satu dampak pentingnya adalah penggunaan bukti 
elektronik, termasuk hasil penyadapan, dalam proses peradilan pidana. Bukti elektronik memiliki peranan krusial 
dalam mendeteksi dan membuktikan berbagai tindak pidana seperti kejahatan terorganisir, korupsi, dan terorisme. 
Namun, penggunaan hasil penyadapan sebagai bukti seringkali menimbulkan perdebatan terkait legalitas dan 
keabsahannya, terutama dalam konteks potensi pelanggaran hak asasi manusia seperti hak privasi dan kebebasan 
berkomunikasi. Di Indonesia, legalitas bukti elektronik diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU ITE dan 
undang-undang yang memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyadapan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis kedudukan hukum dan legalitas bukti elektronik dari hasil penyadapan dalam proses peradilan 
pidana di Indonesia serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana. Metode penelitian yang 
digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
meskipun bukti elektronik telah diakui secara substansial, pengaturannya dalam konteks hukum acara masih 
belum sepenuhnya jelas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan transparan untuk 
memastikan terwujudnya proses peradilan yang adil serta perlindungan hak asasi manusia. 
 
Kata kunci: Alat Bukti Elektronik, Penyadapan, Legalitas. 
 
 

PENDAHULUAN 

Dalam era kemajuan digitalisasi yang terus meningkat, pertumbuhan teknologi 

informasi telah memengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah hukum, 

seperti penggunaan bukti elektronik di pengadilan. Alat bukti ini, seperti hasil penyadapan, 

sering digunakan untuk mengungkap dan membuktikan tindak pidana, terutama dalam kasus-

kasus seperti kejahatan terorganisir, korupsi, dan terorisme. Meskipun demikian, penggunaan 
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hasil penyadapan sebagai bukti dalam pengadilan sering menimbulkan perdebatan tentang 

keabsahan dan legalitasnya karena masalah privasi dan kebebasan berkomunikasi yang diatur 

dalam hukum internasional dan konstitusi. 

Di Indonesia, validitas bukti elektronik, termasuk hasil penyadapan, diatur oleh 

beberapa peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki ketentuan 

khusus yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan. Praktik 

penyadapan telah menjadi bagian integral dari upaya KPK dalam menyelidiki dan menyidik 

kasus, terutama dalam operasi tangkap tangan (OTT). Data tahunan 2018 mencatat bahwa 121 

individu menjadi tersangka melalui 30 operasi tangkap tangan.1 Komisioner KPK, Alexander 

Marwata, yang kembali terpilih untuk periode 2019-2023, menyatakan bahwa sekitar 300 

nomor telepon sedang dalam proses penyadapan hingga pengesahan UU Nomor 19 Tahun 

2019. 2 Meskipun penyadapan telah memberikan dampak positif dan berhasil dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan mekanisme penggunaannya hanya diatur 

melalui peraturan internal KPK, tanpa izin dan pengawasan yang memadai.  

Menurut pendapat Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., seorang Konsultan dan Pemerhati 

Cyber Law, merekam secara diam-diam menggunakan teknologi seperti kamera tersembunyi, 

alat perekam video, atau perekam suara tidak diklasifikasikan sebagai intersepsi sesuai dengan 

Pasal 31 ayat (2) UU ITE karena tidak melibatkan proses "transmisi" informasi elektronik yang 

diintersepsi. Oleh karena itu, ada perbedaan prinsipil antara proses penyadapan dan perekaman. 

Karena kurangnya pedoman yang jelas mengenai perbedaan tersebut serta kasus-kasus 

sebelumnya yang diberikan, masalah sering timbul terutama terkait keabsahan hasil 

perekaman. Ini membuat aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam menentukan 

keabsahan alat bukti tersebut.3  

Dengan berkembangnya motif kejahatan, upaya penegakan hukum seperti penyadapan 

menjadi sangat penting, terutama dalam mencari alat bukti, pelaku, dan mengungkap rangkaian 

kejahatan. Kemajuan ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi di era globalisasi. 

                                                             
1 KPK, Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018, 2018, www.kpk.go.id. 
2 Siagian, H. (2019, December 18). KPK masih sadap 300 nomor telepon. mediaindonesia.com, All Rights 
Reserved. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/278582/kpk-masih-sadap-300-nomor-telepon  
3 Tri Jata Ayu Pramesti, Perbedaan Menyadap dan Merekam, http://www.hukumonline. 
com/klinik/detail/lt566f607210efa/perbedaan-menyadap-dan-merekam, 
hukumonline.com, 6 Februari 2017, diakses pada tanggal 23 Mei 2024. 
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Meningkatnya intensitas kejahatan yang memanfaatkan teknologi menuntut aparat penegak 

hukum dan pemerintah untuk segera beradaptasi dengan perubahan tersebut. Salah satu 

langkah yang diambil adalah penyempurnaan aturan hukum yang mengatur penyadapan. 

Dalam periode 2004-2011, KPK berhasil menangani sekitar 285 kasus korupsi.4 Keberhasilan 

ini menunjukkan bahwa penyadapan efektif dalam penegakan hukum, karena berhasil 

mengungkap kasus-kasus kejahatan terorganisir di Indonesia, terutama korupsi. Oleh karena 

itu, penegakan hukum ini harus didukung oleh aturan hukum yang kuat agar kepastian hukum 

terjamin. Terlebih lagi, dengan memahami konsep dan tujuan penegakan hukum, penyadapan 

diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengatasi kejahatan khusus di Indonesia. 

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberapa isu pokok 

dalam penelitian mengenai keabsahan bukti dari penyadapan. Pertama, bagaimana posisi 

hukum dan keabsahan bukti elektronik yang diperoleh dari penyadapan dalam proses hukum 

di Indonesia? Kedua, bagaimana analisis dari perspektif hukum pidana terkait prinsip-prinsip 

hukum acara pidana dalam konteks penggunaan bukti elektronik dari hasil penyadapan? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi status hukum dan keabsahan 

alat bukti elektronik yang diperoleh dari penyadapan dalam konteks peradilan di Indonesia, 

sambil mengevaluasi perspektif hukum pidana terkait dengan prinsip-prinsip hukum acara 

pidana yang terkait dengan penggunaan bukti elektronik dari penyadapan. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlindungan 

hukum terhadap penggunaan bukti elektronik yang diperoleh dari penyadapan dalam kerangka 

sistem peradilan Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan klarifikasi yang jelas mengenai legalitas dan penggunaan alat 

bukti elektronik tersebut dalam proses peradilan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi 

praktisi hukum, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dalam menghadapi kasus-kasus 

yang melibatkan penyadapan dan bukti elektronik. 

Manfaat dari penelitian ini meliputi peningkatan pemahaman terhadap praktik hukum 

dalam penggunaan alat bukti elektronik dari hasil penyadapan, peningkatan keadilan dalam 

sistem peradilan dengan memastikan bahwa bukti elektronik yang digunakan memenuhi 

standar legalitas yang ditetapkan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan 

penyempurnaan peraturan hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi 

                                                             
4 Suara Karya, Selama Delapan Tahun KPK Tangani 285 Kasus, http://kpk.go.id/id/nuk-pk/id/berita/berita-
sub/164-selama-delapan-tahun-kpk-tangani-285-kasus, 18 Oktober 2012, diakses pada 23 Mei 2024. 
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yang penting untuk memastikan bahwa proses peradilan di Indonesia dapat tetap berlangsung 

secara adil dan transparan dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan 

teknologi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis normatif, yang 

sering disebut juga sebagai penelitian studi kepustakaan. Dalam metode ini, peneliti melakukan analisis 

mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang sudah ada. Sumber-sumber tersebut bisa berupa 

undang-undang, artikel, atau penelitian lain yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji. Pada 

penelitian ini, fokusnyal aldallalh Legallitals ALlalt Bukti Elektronik dalri Halsil Penyaldalpaln dallalm Proses 

Peraldilaln Hukum Pidalnal. Pemiliha ln jenis penelitialn ini dida lsa lrka ln paldal penga lturaln yalng alda l daln 

berlalku di Indonesial, Meskipun penga lturaln tersebut telalh berlalku suda lh diteralpkaln nalmun 

ma lsih diperlukaln peninja lua ln alga lr calral penega lka ln hukum da lpalt lebih jelals terka lit denga ln 

proses pemeriksa laln da ln penegalka lnnya l.  

 

HALSIL DALN PEMBALHALSALN  

1. Keduduka ln hukum da ln lega llitals allalt bukti elektronik ya lng diperoleh da lri halsil 

penyalda lpa ln da llalm proses peraldila ln di Indonesia l 

ALlalt bukti elektronik memiliki dalsa lr hukum ya lng dialtur oleh Undalng-Unda lng Nomor 

11 Talhun 2008 tenta lng Informa lsi daln Tralnsalksi Elektronik (UU ITE).5 ALlalt bukti elektronik 

ini meliputi informa lsi elektronik da ln/a ltalu dokumen elektronik ya lng memenuhi persya lra ltaln 

forma ll daln ma lteriil sesua li ketentualn UU ITE. Informa lsi elektronik mencalkup da ltal elektronik 

seperti tulisa ln, sualral, galmba lr, daln la linnya l yalng memiliki ma lkna l alta lu dalpa lt dipalha lmi oleh 

ora lng ya lng mema lhalminya l. Dokumen elektronik a lda lla lh informa lsi elektronik ya lng da lpa lt 

dilihalt, dita lmpilkaln, daln/a lta lu didenga lr melallui komputer a lta lu sistem elektronik. 

Kebera ldala ln a lla lt bukti elektronik seba lga li a lla lt bukti ya lng salh sema lkin ditegalskaln 

denga ln alda lnya l UU ITE, teruta lma l palda l pa lsa ll 5 a lya lt (1) daln (2). Pa lsall tersebut menya ltalkaln 

ba lhwal Informa lsi Elektronik da ln/a lta lu Dokumen Elektronik, terma lsuk halsil cetalknya l, 

merupalka ln allalt bukti hukum ya lng salh. Palsall ini juga l menyebutkaln balhwa l Informa lsi Elektronik 

da ln/alta lu Dokumen Elektronik beserta l halsil cetalknya l alda lla lh perlualsaln da lri a lla lt bukti ya lng salh 

sesuali denga ln hukum a lcalral ya lng berla lku di Indonesia l. Dengaln berla lkunya l UU ITE, dalsa lr 

                                                             
5 Firma ln Wa lhyudi, Eksistensi Daln Pera ln A Llalt Bukti Elektronik Dalla lm Sistem Peraldila ln Indonesial, Penga ldila ln 
ALga lma l Ba lngil, hlm. 2.  
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hukum ba lgi tra lnsa lksi-tralnsalksi elektronik daln informa lsi yalng terja ldi dallalm wila lya lh hukum 

Indonesia l telalh terbentuk seca lral yuridis.6 

Kebera ldala ln bukti elektronik seca lral ma lteriil mema lng suda lh dialkui, na lmun dallalm 

konteks hukum a lcalral (formil) malsih belum sepenuhnya l dialkomodir. Menurut Pa lsa ll 5 a lya lt 3 

UU ITE, informa lsi elektronik da ln/a ltalu dokumen elektronik dialngga lp sa lh jikal mengguna lka ln 

sistem elektronik yalng sesuali denga ln ketentualn ya lng dialtur da llalm UU ITE. Sesua li denga ln 

Pa lsa ll 6 UU ITE, dokumen elektronik dia lngga lp salh sela lmal informa lsi di dalla lmnya l da lpa lt 

dia lkses, ditalmpilkaln, dija lmin keutuhalnnya l, daln dalpalt diperta lnggungjalwa lbka ln, sehingga l 

ma lmpu menjela lska ln sualtu kea lda laln. Selalin itu, dokumen elektronik memiliki keduduka ln ya lng 

seta lral dengaln dokumen ya lng dibualt di altals kertals.7 

Penga lkua ln alla lt bukti elektronik sebalga li allalt bukti ya lng sa lh di Penga ldila ln malsih 

terbalta ls palda l penga lturaln hukum ma lteriil daln belum sepenuhnya l mencalkup a lspek formil. 

Na lmun demikia ln, menurut Efal La lelal Fa lkhria lh, berdalsalrka ln prinsip peraldilaln yalng 

menya lta lka ln balhwa l ha lkim tida lk boleh menolalk untuk memeriksal da ln memutus perka lral denga ln 

a llalsaln ketialda la ln hukum, serta l prinsip ya lng mewaljibka ln halkim mengga lli nila li-nilali hukum 

ya lng berkemba lng di malsya lralka lt, UU ITE yalng menga ltur bukti elektronik seba lga li a lla lt bukti 

ya lng salh dalpa lt dijaldikaln dalsalr dalla lm persidalnga ln.8 ALlalt bukti elektronik da lpalt digunalka ln 

sebalga li bukti pendukung da lla lm proses peraldilaln. Nalmun, pengguna la ln allalt bukti elektronik 

ha lrus memperha ltika ln ketentualn UU ITE daln memalstika ln kealbsa lhaln sertal integritalsnyal. 

Penya lda lpa ln informalsi elektronik da lpa lt menja ldi allalt bukti elektronik, teta lpi ha lrus memenuhi 

persya lra ltaln hukum ya lng berlalku. Perlu diperhaltikaln ba lhwa l alla lt bukti elektronik tida lk boleh 

semba lralnga ln diguna lka ln di penga ldila ln.  

ALlalt bukti elektronik ya lng diperoleh mela llui penya lda lpa ln dalpa lt diterimal sebalga li allalt 

bukti ya lng salh dalla lm proses pera ldila ln pida lna l di Indonesia l. Nalmun, lega llita ls a lla lt bukti 

elektronik tersebut berga lntung pa lda l beberalpa l falktor penting ya lng ha lrus diperha ltika ln dengaln 

cermalt untuk menjalmin proses hukum ya lng aldil daln sesuali denga ln prinsip-prinsip hukum ya lng 

berlalku. Perta lma l, alda lnya l izin penyalda lpa ln ya lng sa lh merupalka ln syalralt mutla lk. Izin penya lda lpaln 

ha lrus diperoleh dalri otorita ls ya lng berwena lng, seperti penga ldilaln altalu lembalga l penega lk hukum 

ya lng memiliki kewena lnga ln untuk mengelualrka ln izin tersebut. Izin ini halrus dikelualrkaln 

                                                             
6 Moh. Nalfri, Dokumen Elektronik Seba lgali A Llalt Bukti Da lla lm Hukum A Lcalral Perdaltal di Indonesia l, Malleo La lw 
Jurna ll, vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 42. 
7 Penjelalsa ln umum Unda lng Unda lng No. 11 Ta lhun 2008 tentalng ITE palsall 6. 
8  Efal Lalela l Falkhria lh, Keduduka ln Bukti Elektronik Sebalgali A Llalt Bukti di Pengaldilaln Setelalh berla lkunyal UU 
No. 11 Talhun 2008 Tenta lng Informalsi daln Tralnsalksi Elektronik, Malkallalh palda l seminalr kerjalsalmal alnta lral 
Ballitbalngdiklalt Kumdil MA L RI dengaln pergurua ln tinggi pa ldal 25 November 2009, Ba lndung, hlm. 15 
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berdalsa lrkaln prosedur hukum yalng jelals daln tralnspalraln, denga ln memperha ltika ln kepentinga ln 

hukum da ln perlindunga ln halk a lsalsi ma lnusial. Kedua l, taltal calral penyalda lpa ln halrus dilalkukaln 

sesuali denga ln ketentua ln ya lng berla lku. Proses penya lda lpa ln ha lrus dila lkuka ln oleh piha lk ya lng 

berwena lng da ln mengikuti prosedur sta lnda lr opera lsionall yalng tela lh diteta lpka ln. Penyimpalnga ln 

da lri prosedur ya lng salh da lpa lt menyebalbka ln a lla lt bukti yalng diperoleh menja ldi tidalk salh daln 

tidalk dalpalt diguna lkaln dalla lm proses pera ldilaln. Ketiga l, ra lnta li bukti alta lu chalin of custody ha lrus 

dijalga l denga ln ketalt. Ra lntali bukti ini menca lkup seluruh proses mulali dalri pengumpula ln, 

penyimpa lna ln, hingga l penya ljia ln allalt bukti di penga ldila ln. Setia lp ta lhalpa ln halrus terdokumenta lsi 

denga ln ba lik untuk mema lstikaln balhwa l alla lt bukti tersebut tidalk menga lla lmi peruba lha ln, 

ma lnipula lsi, alta lu kehilalnga ln integritals. Ha ll ini penting untuk menja lga l kealslialn daln kealbsalha ln 

a llalt bukti elektronik da llalm persida lnga ln.9 

Da lla lm situalsi sa la lt ini, pra lktik penyalda lpaln diizinka ln untuk menyelidiki beberalpa l jenis 

kejalhalta ln, termalsuk korupsi, terorisme, na lrkotikal, da ln perdalga lnga ln oralng. Menurut Pa lsa ll 44 

a lya lt (1) huruf h Unda lng-Unda lng Republik Indonesia l No. 8 Talhun 2010 tenta lng Pencega lhaln 

da ln Pemberalnta lsa ln Tinda lk Pida lna l Pencucia ln Ualng (UU No. 8/2010), Pusa lt Pelalpora ln daln 

ALnallisis Tralnsalksi Keualnga ln memiliki wewena lng untuk merekomenda lsika ln kepalda l lembalga l 

penegalk hukum perlunya l melalkuka ln penyalda lpa ln terhaldalp komunikalsi elektronik daln/a ltalu 

dokumen elektronik yalng diduga l terlibalt da llalm pencucialn ualng. Nalmun, terda lpalt kebingunga ln 

terkalit definisi "lemba lga l penegalk hukum" ya lng sehalrusnya l menerimal rekomenda lsi tersebut. 

ALpalka lh ini merujuk kepalda l penyelidik, penyidik, a ltalu mungkin penuntut umum? Jika l memalng 

merujuk kepalda l penyidik, tidalk aldal ketentualn da lla lm UU No. 8/2010 ya lng secalra l khusus 

memberikaln kewenalnga ln penyalda lpa ln kepa lda l penyidik da llalm kalsus pencucia ln ualng a ltalu 

menga ltur prosedur penya ldalpa lnnya l. Penting untuk dica ltalt balhwa l pencucia ln ualng sering ka lli 

diselidiki bersa lma la ln denga ln kejalha ltaln la lin, sehingga l mungkin a lda l kerja l salmal denga ln penyidik 

kejalhalta ln a lsa ll yalng memiliki wewena lng untuk mela lkuka ln penya lda lpaln. Meskipun demikia ln, 

upa lya l penyidika ln, termalsuk penyalda lpaln, ha lrus dila lksalnalka ln dengaln memperhaltikaln halk alsa lsi 

ma lnusia l, khususnya l halk-ha lk ya lng dimiliki oleh tersa lngka l. Pralperaldila ln merupa lkaln sa lla lh saltu 

mekalnisme untuk mema lstika ln balhwa l penyelidikaln tida lk melalngga lr ha lk alsa lsi ma lnusial. 

Penya lda lpa ln dalpa lt menga lkibaltka ln terungka lpnya l perca lkalpa ln a lnta lra l individu denga ln piha lk lalin 

kepa ldal penega lk hukum, sehingga l mela lngga lr priva lsi yalng dija lmin oleh Unda lng-Unda lng Dalsa lr 

                                                             
9 ALlexa lndrea l Dillon, Chalin of Custody Definition, Procedures & Exa lmples, 
https://study.com/a lcaldemy/lesson/wha lt-is-the-cha lin-of-custody-definition-procedures-importalnce.html, Dia lkses 
27 Mei 2024. 
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Nega lra l Republik Indonesia l Talhun 1945. Palsall 28G alya lt (1) menega lskaln ha lk setialp individu 

untuk dilindungi da llalm kehidupaln pribaldi, kelualrga l, kehorma ltaln, ma lrtalba lt, halrta l benda l yalng 

dimiliki, serta l halk a ltals ralsal a lma ln da lri a lncalmaln daln keta lkutaln, terma lsuk halk untuk melalkuka ln 

a ltalu tida lk melalkuka ln tinda lkaln ya lng merupa lkaln halk alsa lsi. 

2. ALnallisis dalri perspektif hukum pida lna l terka lit prinsip-prinsip hukum a lcalral 

pida lna l da llalm kalitalnnyal dengaln penggunalaln a llalt bukti elektronik da lri ha lsil 

penyalda lpa ln  

Da lla lm konteks sistem pera ldila ln pida lna l, sa llalh sa ltu metode untuk mengidentifika lsi 

pelalku keja lhalta ln alda llalh melallui tindalka ln penya lda lpa ln alta lu intersepsi. Penya lda lpa ln merujuk 

pa lda l kegialta ln memonitor, mereka lm, da ln mencaltalt tralnsmisi informa lsi elektronik a ltalu 

dokumen elektronik ya lng bersifa lt pribaldi, balik mela llui jalringa ln kalbel, komunikalsi nirka lbel 

seperti gelombalng elektroma lgnetik alta lu frekuensi raldio, malupun pera lngka lt elektronik lalinnya l, 

sebalga lima lna l dijelalskaln da llalm Pa lsa ll 1 alngka l 5 Undalng-Unda lng Nomor 19 Ta lhun 2019. 

Denga ln kalta l lalin, penyalda lpa ln alda lla lh metode untuk mendalpa ltkaln informa lsi priva lt denga ln 

mengguna lka ln teknologi untuk memba lntu mengungka lp pelalku keja lha ltaln. Penya lda lpaln 

dia lngga lp sebalga li metode ya lng efektif dalla lm mencegalh da ln mendeteksi kejalha ltaln ya lng 

sema lkin kompleks. 

Istilalh penya ldalpa ln alwa llnya l dikena ll seba lga li "wiretalpping" dallalm Undalng-Unda lng 

Telekomunikalsi, nalmun seiring walktu berkemba lng menjaldi pemalhalmaln "interception". 

Menurut Djoko ALgung Ha lriya ldi, peruba lhaln ini diseba lbka ln oleh kema ljualn teknologi. Blalck's 

La lw Dictionalry mendefinisika ln wiretalpping seba lga li tindalkaln mendenga lrka ln secalral dialm-

dia lm mela llui a lla lt elektronik a ltalu meka lnik ya lng dilalkuka ln oleh alpa lralt penegalk hukum 

berdalsa lrkaln perinta lh penga ldila ln. Di sisi lalin, istila lh intersepsi a ltalu interception beralsa ll dalri 

ka ltal intercept, ya lng beralrti tinda lka ln menerimal a lta lu mendenga lrka ln komunikalsi seca lral dialm-

dia lm oleh alpalra lt penega lk hukum.10 

Da lla lm pera ltura ln perunda lng-unda lnga ln Indonesia l, konsep penyalda lpa ln dialtur dallalm 

bebera lpal undalng-unda lng seperti UU Telekomunikalsi, UU Tindalk Pida lna l Korupsi, UU 

Informa lsi da ln Tralnsalksi Elektronik, serta l UU Na lrkotika l. Penya lda lpa ln didefinisika ln seba lga li 

pemalsalnga ln a lla lt a ltalu pera lngka lt talmbalhaln palda l ja lringa ln telekomunikalsi untuk memperoleh 

informalsi secalra l tidalk sa lh. Secalral prinsipil, halk priva lsi individu da lla lm kepemilika ln informalsi 

ha lrus dilindungi, sehingga l pralktek penya ldalpa ln sehalrusnya l dilalra lng. Nalmun, da llalm Palsa ll 42 

da ln 43 UU Telekomunika lsi dia ltur balhwa l penyelengga lral ja lsa l telekomunika lsi memiliki 

                                                             
10 Brya ln AL. Ga lrner, et.all., Bla lck’s Lalw Dictionalry Ninth Edition, West Publishing: Minnesota l, 2009.[1738] 
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kewena lnga ln untuk mereka lm informalsi a lta lu menyedia lkaln informalsi yalng direka lm kepalda l 

pengguna l lalya lna ln telekomunikalsi untuk kepentinga ln penegalka ln hukum a lta ls permintalaln alpa lralt 

penegalk hukum seperti Ja lksal A Lgung, Kepallal Kepolisia ln RI, a ltalu penyidik untuk tinda lk pidalna l 

tertentu. 

Sela lma l ini, regulalsi mengena li penya lda lpa ln terseba lr dallalm berba lga li unda lng-unda lng, 

ya lng menga lkibaltka ln interpretalsi ya lng bervalria lsi terhaldalp tinda lkaln ya lng sa lma l. Meskipun 

penga ltura ln penya ldalpa ln tela lh dima lsukka ln da lla lm Ra lnca lnga ln KUHALP, ha ll ini belum 

sepenuhnya l menyelesalika ln permalsa llalha ln ya lng dia lngka lt oleh Putusaln Malhka lmalh Konstitusi 

Nomor 5/PUU-VIII/2010 jo Putusa ln Malhka lmalh Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, ya lng 

menuntut alda lnya l unda lng-unda lng spesifik mengena li tindalka ln penyaldalpa ln. 

Putusa ln MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 menya lta lka ln balhwa l istila lh "Informalsi 

Elektronik da ln/alta lu Dokumen Elektronik" da lla lm UU ITE daln UU Pemberalnta lsaln Tindalk 

Pida lna l Korupsi bertenta lnga ln dengaln UUD 1945 da ln tida lk memiliki kekua lta ln hukum jika l tidalk 

diinterpretalsika ln seba lga li alla lt bukti ya lng diperoleh mela llui penya ldalpa ln untuk kepentinga ln 

penegalka ln hukum alta ls perminta laln kepolisia ln, kejalksa laln, daln/a ltalu lemba lga l penega lk hukum 

la lin ya lng diteta lpka ln oleh unda lng-unda lng seba lga lima lnal dialtur da llalm Palsa ll 31 alya lt (3) UU ITE. 

Putusa ln tersebut menjela lskaln ba lhwal informalsi elektronik daln/alta lu dokumen elektronik ha lnya l 

da lpa lt dia lngga lp seba lga li bukti ya lng sa lh jika l tida lk beralsall da lri penya lda lpaln, kecua lli jikal 

penya ldalpa ln dila lkukaln oleh penegalk hukum ya lng memiliki kewena lnga ln untuk penega lkaln 

hukum. Penalfsiraln unda lng-unda lng halrus dilalkuka ln secalral terbaltals untuk menyelesa lika ln isu 

da ln memenuhi prinsip kea ldila ln, denga ln tujua ln memberika ln kepalstialn hukum. 

Oleh ka lrenal itu, penting untuk memalhalmi ba lhwa l penga lkualn da ln kekua ltaln ya lng 

mengikalt da lri bukti elektronik sebalga li bukti ya lng sa lh dima lksudkaln untuk memberika ln 

kepa lstialn hukum terka lit dengaln pela lngga lraln sistem daln tralnsalksi elektronik. Ini salnga lt penting 

terutalmal dallalm pembuktialn kalsus-kalsus ya lng berkalitaln denga ln sistem da ln tra lnsalksi 

elektronik. Tujualnnya l alda llalh untuk mema lstikaln ba lhwa l pengguna la ln bukti elektronik dallalm 

situa lsi ini memiliki dalsalr hukum ya lng kokoh. Terka lit denga ln halsil intersepsi, penya lda lpa ln, a ltalu 

pereka lma ln, pengguna la lnnya l sebalga li bukti ya lng sa lh ha lnya l dalpa lt disetujui melallui permintala ln 

resmi da lri lemba lga l penega lk hukum seperti kepolisia ln, kejalksa laln, daln/a lta lu institusi lalinnya l. 

Perta lnya la lnnya l a lda lla lh a lpa lkalh bukti elektronik ya lng dialtur dallalm undalng-unda lng khusus da lpa lt 

diterimal seba lga li a llalt bukti ya lng salh untuk semua l jenis tindalk pidalna l di penga ldila ln. Ketalhui 

ba lhwal KUHALP, seba lga li hukum alcalral pida lnal uta lmal ya lng berla lku di Indonesia l, tidalk secalral 

spesifik menga lkui bukti elektronik sebalga li jenis alla lt bukti. Seba lliknya l, pera lturaln terka lit bukti 

elektronik umumnya l terdalpalt da llalm unda lng-unda lng khusus, seperti da llalm ka lsus tinda lk pidalna l 



 
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 353-363 

 

terorisme, keja lhalta ln ya lng meliba ltkaln pengguna laln informalsi da ln tra lnsalksi elektronik, 

penya llalhguna la ln nalrkotika l, daln lalin-lalin. Ketika l terja ldi tinda lk pidalna l ya lng dia ltur dallalm 

unda lng-unda lng khusus tersebut, bukti elektronik da lpalt diguna lka ln seba lga li a lla lt bukti ya lng salh 

da llalm persida lnga ln, meskipun tida lk dialtur da llalm KUHALP. Prinsip ya lng berlalku dallalm konteks 

ini a lda lla lh "lex specia llis derogalt lex genera llis", yalng beralrti ba lhwal undalng-unda lng khusus 

da llalm bida lng pida lna l mengesa lmpingka ln undalng-unda lng yalng lebih umum seperti KUHA LP. 

Penya lda lpa ln da lla lm penega lkaln hukum merupa lkaln tindalka ln ralha lsial ya lng dila lkuka ln oleh 

piha lk berwenalng talnpa l memerlukaln persetujualn dalri individu yalng disa ldalp. Keistimewa laln ini 

da lpa lt disa llalhguna lka ln ka lrenal pihalk berwenalng da lpalt seca lral subyektif menentukaln ka lpa ln, 

sialpa l, daln beralpa l lalma l penya ldalpa ln dila lkukaln, ya lng dalpalt menimbulka ln ketida lkjelalsaln daln 

berisiko melalngga lr ha lk a lsalsi malnusia l. Oleh kalrena l itu, regula lsi mengena li penya ldalpa ln perlu 

dia ltur denga ln teliti untuk melindungi ha lk alsa lsi ma lnusia l sa lmbil membalta lsi pengguna la lnnya l. 

Penting untuk memalha lmi balta lsaln sejaluh ma lna l penyalda lpa ln da lpa lt dila lkukaln talnpa l melalngga lr 

ha lk a lsa lsi ma lnusia l, kalrena l pra lktik ini telalh dia lkui oleh hukum pidalna l malteriil da ln formil di 

Indonesia l. Ka lrena l penyalda lpa ln lalngsung memenga lruhi halk pribaldi seseora lng, teruta lmal halk 

a ltals informa lsi daln kebeba lsaln, penting untuk memiliki pemba ltalsaln ya lng jela ls, ya lng ideallnya l 

ha lrus dialtur dallalm Konstitusi. 

Nega lra l Kesaltualn Republik Indonesia l (NKRI) alda llalh negalra l ya lng berda lsa lrkaln hukum, 

buka ln kekualsa la ln. Seba lga li nega lral hukum, balik konsep rule of lalw malupun konsep rechtssta la lt 

menegalskaln penga lkualn da ln perlindunga ln ha lk alsa lsi malnusial sebalga li prinsip utalma l. Dallalm 

menjalga l ha lk alsalsi malnusia l, konsep rule of la lw meneka lnkaln prinsip keseta lrala ln di depaln hukum 

(equa llity before the lalw), sementalral konsep rechtsstala lt menitikberaltkaln palda l prinsip lega llita ls 

hukum (wetma ltigheid), ya lng mengalcu palda l kesesua lialn denga ln hukum (rechtma ltigheid). Oleh 

ka lrenal itu, sega lla l tinda lka ln penyelengga lra la ln nega lral daln pemerinta lhaln di Indonesia l seba lga li 

nega lra l hukum halrus berda lsa lrkaln paldal hukum denga ln penekalna ln palda l penga lkua ln daln 

perlindunga ln halk alsalsi ma lnusial. 

Pa lda l prinsipnya l, penya lda lpaln merupa lkaln pela lngga lraln terhalda lp halk a lsa lsi ma lnusial, 

terutalmal ha lk priva lsi da llalm berkomunika lsi. Menurut Pa lsall 32 Unda lng-Unda lng Nomor 39 

Ta lhun 1999 tenta lng Halk ALsa lsi Malnusial, setia lp individu memiliki ha lk a ltals kebeba lsaln daln 

keralha lsiala ln dallalm berkomunika lsi, balik melallui sura lt malupun elektronik, yalng tidalk boleh 

diga lnggu kecualli altals perinta lh ha lkim a ltalu otoritals la lin ya lng sa lh sesua li denga ln unda lng-unda lng. 

Na lmun, Palsall 32 UU HALM da ln Palsall 28J a lya lt (2) UUD NRI 1945 menega lskaln ba lhwa l negalral 

memiliki kewena lnga ln untuk memba ltalsi kebeba lsa ln berkomunika lsi seca lral ralha lsial untuk 
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kepentinga ln penega lka ln hukum. Penya lda lpa ln termalsuk da llalm pembaltalsaln tersebut, tetalpi ha lrus 

dilalkuka ln sesuali dengaln kewena lnga ln ya lng dia ltur da lla lm unda lng-unda lng. 

Ha lk priva lsi merupalka ln sa llalh sa ltu ha lk a lsalsi ma lnusial ya lng wa ljib dilindungi oleh nega lral. 

Tindalka ln da lri pihalk nega lral, termalsuk a lpalraltnya l, tida lk boleh melalngga lr ha lk ini kalrenal halk 

a lsalsi malnusia l merupalka ln halk ya lng dijalmin oleh konstitusi balgi setia lp walrgal nega lral. Dengaln 

a lda lnya l kemaljua ln teknologi, kejalha lta ln juga l semalkin kompleks, memerluka ln alda lptalsi dallalm 

penegalka ln hukum. Pendekaltaln traldisiona ll da llalm penega lka ln hukum tidalk lalgi mencukupi 

untuk mengha lda lpi perkembalnga ln zalma ln. Oleh ka lrena l itu, penegalk hukum perlu menga ldopsi 

metode ba lru ya lng da lpa lt mengikuti kemaljua ln teknologi. Penya ldalpa ln dialngga lp sebalga li sa llalh 

saltu metode ya lng efektif untuk mengimba lngi kema ljualn teknologi sala lt ini. Seba lga li allalt untuk 

mendeteksi keja lha ltaln, penya ldalpa ln menjaldi instrumen penting ba lgi penega lk hukum dallalm 

mengungka lp berbalga li keja lhalta ln serius. Na lmun, regula lsi terkalit penyalda lpaln di Indonesial 

tersebalr dalla lm bebera lpa l unda lng-unda lng. Keralga lmaln da llalm regula lsi ini da lpalt mengha lsilkaln 

interpreta lsi ya lng berbedal balik oleh penega lk hukum malupun malsya lra lka lt. 

 

KESIMPULALN DALN SA LRALN 

A. Simpulaln  

ALlalt bukti elektronik, termalsuk informa lsi daln dokumen elektronik, memiliki keduduka ln 

hukum ya lng dia ltur oleh Undalng-Unda lng Nomor 11 Talhun 2008 tenta lng Informalsi daln 

Tra lnsa lksi Elektronik (UU ITE). UU ITE menga lkui a lla lt bukti elektronik seba lga li alla lt bukti sa lh, 

terutalmal da lla lm konteks tra lnsalksi da ln informa lsi elektronik. Pengguna la ln a llalt bukti elektronik 

da lri halsil penya lda lpaln dalla lm proses peraldilaln pidalnal di Indonesia l memerluka ln pertimbalnga ln 

ya lng cermalt terha lda lp lega llitals daln prosedur ya lng berlalku. Izin penyalda lpa ln ya lng sa lh, ta lta l calral 

penya ldalpa ln ya lng sesuali, da ln menjalga l ralnta li bukti a lda lla lh fa lktor-fa lktor penting ya lng ha lrus 

diperhaltikaln untuk mema lstikaln kea lbsa lha ln daln integritals alla lt bukti elektronik tersebut. 

Perkembalnga ln teknologi membalwa l talnta lnga ln balru dalla lm penega lka ln hukum, termalsuk dallalm 

ha ll pengguna la ln a lla lt bukti elektronik. Penya ldalpa ln menjaldi metode yalng penting da llalm 

mengungka lp kejalha lta ln ya lng semalkin calnggih, na lmun perlindunga ln terha lda lp ha lk priva lsi daln 

ha lk alsalsi ma lnusia l halrus tetalp dijalga l dengaln cerma lt. 

B. Sa lraln 

1. Diperluka ln koordina lsi a lnta lral berba lga li unda lng-unda lng terkalit penyalda lpa ln daln 

pengguna la ln allalt bukti elektronik da lla lm konteks pera ldila ln pida lna l untuk 

menya lma lka ln interpretalsi daln mema lstikaln kejela lsa ln dalla lm prosedur daln 

persya lra ltaln hukum ya lng berlalku. 
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2. Penega lk hukum perlu meningka ltka ln pemalha lma ln daln kesa lda lraln a lkaln pentingnyal 

menjalga l ha lk priva lsi daln ha lk alsa lsi ma lnusial dalla lm pengguna la ln metode penya lda lpa ln, 

serta l memalstika ln ba lhwal tindalka ln penyalda lpaln dilalkuka ln denga ln penuh talnggung 

ja lwa lb daln proporsiona ll. 

3. La lngka lh-la lngka lh perlindunga ln terhalda lp halk priva lsi dalla lm berkomunikalsi, 

terutalmal da lla lm konteks elektronik, perlu diperkua lt melallui revisi undalng-unda lng 

ya lng lebih spesifik da ln jelals, denga ln mempertimba lngka ln perkembalnga ln teknologi 

da ln prinsip-prinsip ha lk alsalsi malnusia l. 

4. Priorita ls ha lrus diberikaln paldal peneralpa ln prinsip-prinsip rule of la lw daln rechtssta lalt 

ya lng menekalnka ln pengalkua ln serta l perlindunga ln terhalda lp ha lk a lsa lsi ma lnusia l dallalm 

semua l alspek penyelengga lrala ln nega lral da ln pemerinta lhaln, termalsuk dallalm 

pengguna la ln bukti elektronik da llalm proses pera ldila ln. 
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